SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10)
dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Statuta dan
Organisasi Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
141);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);
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8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 /P Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai
Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun
2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN TENTANG
PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

(1) Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
perguruan tinggi yang bersangkutan.

(2) Organisasi perguruan tinggi merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas,
fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di
lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 2

(1) Setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta sebagai peraturan dasar dalam
pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Statuta perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi.

(3) Penyusunan statuta perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada pedoman penyusunan statuta sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini.

(4) Statuta perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.

(5) Statuta perguruan tinggi negeri badan hukum ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 3

(1) Organisasi perguruan tinggi disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan
perguruan tinggi.

(2) Penyusunan organisasi perguruan tinggi negeri mengacu pada pedoman organisasi
perguruan tinggi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(3) Organisasi perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat
persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(4) Organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum disusun oleh masing-masing
perguruan tinggi negeri badan hukum dan ditetapkan oleh majelis wali amanat.

Pasal 4
Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan

Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1670

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



